
PENDAHULUAN dalam sejarah perkembangan agraria/ 

Undang-undang Nomor 5 Tahun pertanahan di Indonesia yaitu sebagai 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- salah satu upaya mewujudkan unifikasi 

Pokok Agraria yang lebih dikenal hukum dalam bidang pertanahan, 

dengan UUPA dan telah disahkan pada walaupun unifikasi tersebut dapat 

tanggal 24 September 1960, dinyatakan dinyatakan bersifat “unik”, karena masih 

sebagai tonggak yang sangat penting memberikan kemungkinan berlakunya 
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Abstrak
Konsep komunal religius merupakan salah satu hasil penuangan hukum adat 

sebagai bahan utama dalam pembentukan UUPA, di samping  asas-asas, dan lembaga 
hukum serta sistem pengaturan yang menjadi isi politik Hukum Tanah Nasional. Dalam 
hukum adat mengenai tanah, konsep komunal religius mengandung makna, bahwa tanah 
ulayat diyakini sebagai anugerah dari kekuatan gaib dan sebagai milik bersama. Hak milik 
pribadi hanya berlaku dalam pengertian hak memperoleh dan mengurus atau 
mengelolanya. Konsep ini kemudian diimplementasikan dalam UUPA dengan bentuk 
penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, 
sekaligus mengandung unsur kebersamaan (Pasal 16 jo Pasal 20, Pasal 6 UUPA). Jadi 
regulasinya direfleksikan untuk lebih diarahkan pada pendaftaran hak perorangan atas 
tanah. Dampaknya status “ayahan” yang awalnya melekat pada tanah-tanah adat yang 
dikuasai secara individu akan hilang karena tanah tersebut telah didaftarkan melalui 
konversi. 
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Abstract
The concept of communal religious is one of the pouring of customary law as the 

main ingredient in the formation of the BAL, in addition to the principles, institutions and 
legal and regulatory system that became the political content of the National Land Law. In 
the customary law of the land, the concept of communal religious meaning, that the lands 
believed to be the gift of supernatural powers and as belonging together. Private property 
is only valid in the sense of rights to obtain and administer or manage. This concept is then 
implemented in the BAL with the form of individual land ownership, with rights over land 
that is private, as well as an element of togetherness (Article 16 in conjunction with Article 
20, Article 6 BAL). So regulation is reflected to be more focused on individual rights to land 
registration. The impact the status of "ayahan" which was originally attached to the 
customary lands which are held by an individual will be lost because the land has been 
registered through the conversion.
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